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BAB II 

KEPATUHAN SYARIAH, METODE PENGAKUAN MARGIN 

DAN MURA>BAH}AH 

A. Kepatuhan Syariah 

1.   Pengertian Kepatuhan Syariah 

       Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah 

dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-

prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi aspek 

yang membedakan sistem konvensional dan syariah. 

       Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 

tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan adalah 

nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan 

terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit 

usaha syariah.
1
Sedangkan menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah 

adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena 

Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang 

harus ditaati dalam perbankan syariah.
2
 Dari beberapa definisi tersebut, 

dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan pemenuhan 

terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini 

perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan 

                                                           
1
 Bank Indonesia, “Peratuaran Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi 

Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-

A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf (26 Oktober 2016), 1. 
2
 Adrian Sutedi, Perbakan Syariah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145. 
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Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik 

dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.  

       Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai 

kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi 

sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi 

kekayaan.
3
 Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada 

semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk 

dan transaksinya.
4
  

       Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya 

meliputi produk, tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas 

perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, 

dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek 

kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk 

menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila 

digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang 

kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.
5
 

       Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia 

telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan 

syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang 

mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi 

fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam 

aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.
6
 

2.   Ketentuan Kepatuhan Syariah 

       Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah 

merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. 

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara 

kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan 

syariah, antara lain sebagai berikut: 

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan 

penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan 

syariah yang berlaku. 

b. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar 

sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 

c. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 

d. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 

e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah 

atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah. 

f. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut 

syariah.
7
 

       Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang 

menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank 

syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Adiran Sutedi, Perbankan Syariah ..., 146. 
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berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.
8
 Sehingga 

keberadaan DPS dalam struktur bank syariah merupakan aplikasi dari 

tuntutan pemenuhan prinsip ini.
9
 

3. Mekanisme Kepatuhan Syariah 

       Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan 

syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan 

akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep sharia 

riview harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap 

kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia riview bank syariah 

sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai 

kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah 

ditentukan.
10

 

       Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan 

suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai 

dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah 

terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah 

ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua 

fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui sharia riview, 

dan internal audit melalui internal sharia riview. Oleh karena itu, untuk 

                                                           
8
 Adiran Sutedi, Perbankan Syariah ..., 145. 

9
 Fahrur Ulum, Perbankan Syariah di Indonesia (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 213. 

10
 Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “Sharia Compliance Akad Mura>bah}ah pada BRISyariah KCI 

Surabaya Gubeng” (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 43. 
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memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-

prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal 

independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu 

DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN 

pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh 

Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. 

Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit 

syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.
11

 

B. Metode Pengakuan Margin 

1. Definisi Margin 

       Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-

produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts, yakni 

akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 

jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan mura>bah}ah dan ija>rah. Secara 

teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase 

tertentu yang ditetapkan pertahun. Perhitungan margin keuntungan secara 

harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan 

margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.
12

 

       Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan sewa disebut 

sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Adiwarman Karim, Bank Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 279. 
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yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang 

tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.
13

 

2. Refrensi Penetapan Margin  Keuntungan 

       Refrensi penetapan margin keuntungan adalah margin keuntungan 

yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Management 

Comitte) bank syariah. penetapan margin keuntungan pembiayaan 

berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, 

dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

a. Direct Competitors Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin 

keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin 

keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam 

rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat 

margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam 

rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. 

b. Indirect Competitors Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga 

rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata=rata suku bunga 

beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan 

sebagai kelompok kompetitor tidak langsung atau tingkat rata-rata 

suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO 

ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. 

                                                           
13

 Ibid., 280. 
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c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi 

hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak 

ketiga. 

d. Acquiring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

e. Overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak 

ketiga.
14

 

       Setelah refrensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan 

harga  jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga 

perolehan bank dan margin keuntungan.
15

 

3. Metode Perhitungan Margin pada Akad Mura>bah}ah 

       Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan 

angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan 

menggunakan empat metode, yaitu: 

a. Metode margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin 

keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga 

pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah 

angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah 

setiap bulan semakin menurun. Cara perhitungan dengan metode 

margin keuntungan menurun adalah  

                                                           
14

 Ibid., 281. 
15

 Melina Ernomo, “Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Mura>bah}ah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), 24. 
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 Angsuran pokok perbulan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Angsuran margin keuntungan perbulan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

             Dimana, n adalah angsuran ke n (1,2,3,4,5,6 , dan seterusnya). 

b. Metode margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan 

menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran 

(harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap 

bulan. Cara perhitungan dengan metode margin keuntungan rata-rata 

adalah 

 Angsuran pokok perbulan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Angsuran margin keuntungan perbulan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

c. Metode margin keuntungan flat adalah perhitungan margin 

keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari 

satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun 

sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Cara perhitungan 

dengan metode margin keuntungan flat adalah 
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 Angsuran pokok perbulan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Angsuran margin keuntungan perbulan dengan rumus sebagai  

berikut: 

 

d. Metode margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan yang 

diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah 

suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran 

harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini 

akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin 

membesar dan margin keuntungan yang semaikn menurun. Cara 

perhitungan dengan metode margin keuntungan annuitas adalah 

 Angsuran pokok perbulan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Angsuran margin keuntungan perbulan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

          Dimana, n adalah angsuran ke n (1,2,3,4,5,6 , dan seterusnya).
 16

 

 

                                                           
16

 Adiwarman Karim, Bank Islam ..., 282. 
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       Dari keempat metode yang telah dijelaskan, dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu:
17

 

1. Kelompok Metode Proposional 

       Metode dalam kelompok ini, menjadikan harga beli sebagai 

pengali terhadap tingkat margin keuntungan. Dalam metode ini 

penurunan outsanding pembiayaan yaitu cicilan yang telah dibayarkan 

nasabah, tidak mempengaruhi besarnya margin keuntungan yang 

diakui bank. Berikut yang termasuk dalam kelompok metode ini 

adalah: 

a. Metode margin keuntungan rata-rata 

b. Metode margin keuntungan flat 

2.  Kelompok Metode Anuitas 

       Metode dalam kelompok ini, menjadikan sisa harga beli sebagai 

pengali terhadap tingkat margin keuntungan. Dalam metode ini 

penurunan outsanding pembiayaan yaitu cicilan yang telah dibayarkan 

nasabah mempengaruhi besarnya margin keuntungan yang diakui bank. 

Di awal periode, ketika cicilan angsuran baru dilakukan, outsanding 

pembiayaan masih besar, sehingga jumlah margin keuntungan yang 

diakui bank juga besar. Di akhir periode, ketika sebagian besar cicilan 

angsuran telah dibayar yaitu ketika hampir mencapai jangka waktu 

pembiayaan jatuh tempo, outstanding pembiayaan tinggal kecil yang 

                                                           
17

 Ibid., 286. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

 

tersisa, sehingga jumlah margin keuntungan yang diakui bank juga 

mengecil. Berikut yang termasuk dalam kelompok metode ini adalah: 

a. Metode margin keuntungan menurun 

b. Metode margin keuntungan annuitas 

       Dampak yang didapat nasabah sebagai penerima pembiayaan dari 

penggunaan metode proposional dibandingkan dengan metode anuitas 

terhadap pelunasan dipercepat adalah nasabah membayar total angsuran 

yang sama jumlahnya dengan kedua metode. Nasabah dengan metode 

anuitas membayar margin keuntungan (X) yang lebih besar daripada 

dengan metode proposional (Y). Nasabah dengan metode anuitas 

membayar kewajiban pokok (A) yang lebih kecil daripada dengan metode 

proposional (B). Nasabah dengan metode anuitas mempunyai sisa 

kewajiban pokok (1-A) yang lebih besar daripada dengan metode 

proposional (1-B).
18

 

       Dalam praktiknya bila nasabah melakukan pelunasan dipercepat bank 

dapat memberikan potongan pelunasan. Seharusnya potongan pelunasan 

tersebut diberikan bank pada porsi sisa angsuran margin saja tidak pada 

sisa kewajiban pokok. Hal inilah yang membedakan metode anuitas 

dengan metode proposional. Bila nasabah melunasi dipercepat sisa total 

kewajiban nasabah memang sama jumlahnya, namun komposisi total 

kewajiban berbeda. Dengan metode anuitas, sisa kewajiban pokok 

nasabah lebih besar daripada dengan metode proposional. 

                                                           
18

 Ibid., 289. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

 

       Pengakuan margin keuntungan pembiayaan mura>bah}ah sebagaimana 

telah dijelaskan diatas, mempunyai dampak yang berbeda bagi 

pendapatan pembiayaan bank. Dalam metode anuitas, pendapatan bank 

besar jumlahnya di awal kemudian semakin mengecil di akhir sejalan 

dengan mengecilnya sisa kewajiban pokok nasabah. Sedangkan dalam 

metode proposional, jumlah pendapatan pembiayaan bank tetap sejak 

awal hingga akhir. 

       Dalam sistem bagi hasil perbankan syariah, pendapatan pembiayaan 

bank yang besar berarti besar pula bagi hasil yang dibagikan kepada 

nasabah penyimpan dana.pendapatan pembiayaan bank yang kecil berarti 

kecil pula bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. 

4. Standar Penetapan Margin Mura>bah}ah 

a. Margin jual Mura>bah}ah merupakan tingkat keuntungan yang 

diharapkan oleh Bank. 

b. Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan 

Nasabah. 

c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu 

dari harga pokok Bank. 

d. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang 

berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan 

ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan. 

e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah 

kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. 

f. Bank dapat memberikan potongan margin Mura>bah}ah sepanjang 

tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.
19

 

 

                                                           
19

 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Mura>bah}ah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-

Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%  (23 September 

2016), 38. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
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5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang 

Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah 

(Pembiayaan Mura>bah}ah) di Lembaga Keuangan Syariah 

        Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 

tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah 

(Pembiayaan Mura>bah}ah) di Lembaga Keuangan Syariah terdapat 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam metode pengakuan 

margin mura>bah}ah, yaitu:
20

 

a.    Ketentuan Umum 

1. Metode proporsional adalah pengakuan keuntungan yang 

dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, 

tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase 

keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. 

2. Metode anuitas adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan 

secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum 

ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap 

jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. 

3. Mura>bah}ah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayamya dengan 

harga yang lebih sebagai keuntungan. 

4. Al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah (pembiayaan mura>bah}ah) adalah 

mura>bah}ah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara 

LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, 

kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang 

menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran. 

5. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan. 

6. Al-Mas}lah}ah adalah suatu keadaan yang dianggap paling 

banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan lembaga 

keuangan syariah yang sehat. 

b.    Ketentuan Umum 

       Metode pengakuan keuntungan mura>bah}ah dan pembiayaan 

mura>bah}ah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas 

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. 

 

                                                           
20

 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 84/DSN-MUI/III/2012 

tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah (Pembiayaan Mura>bah}ah) di 
Lembaga Keuangan Syariah. 
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   c.    Ketentuan Umum 

1. Pengakuan keuntungan mura>bah}ah dalam bisnis yang dilakukan 

oleh para pedagang yaitu secara proporsional boleh dilakukan 

selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para 

pedagang. 

2. Pengakuan keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah dalam 

bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh 

dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai 

dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lembaga keuangan 

syariah. 

3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-Tamwi>l bi al-
Mura>bah}ah pada lembaga keuangan syariah harus 

memperhatikan mas}lah}ah lembaga keuangan syariah bagi 

pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang sehat. 

4. Metode pengakuan keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah 

yang as}lah} dalam masa pertumbuhan lembaga keuangan syariah 

adalah metode anuitas. 

5. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan metode 

pengakuan keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah secara 

anuitas, porsi keuntungan barus ada selama jangka waktu 

angsuran; keuntungan al-Tamwi>l bi al-Mura>bah}ah (pembiayaan 

mura>bah}ah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum 

pengembalian piutang pembiayaan mura>bah}ah berakhir/lunas 

dibayar. 

 

6.   Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah 

       Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 

tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah terdapat ketentuan 

umum yang harus dipenuhi dalam memberikan potongan pelunasan 

mura>bah}ah, yaitu:
21

 

1. Jika nasabah dalam transaksi mura>bah}ah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan 

dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

                                                           
21

 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 
tentang Potongan Pelunasan dalam Mura>bah}ah. 
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2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS. 

 

       Dalam Standar Produk Perbankan Syariah terdapat ketentuan 

tentang pelunasan dipercepat, yaitu:
22

 

1. Pelunasan dipercepat adalah pembayaran sebagian atau keseluruhan 

dana pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan sebelum jatuh tempo 

masa pembayaran yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku serta telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

2. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan pada setiap hari kerja dengan 

kewajiban nasabah untuk memberikan pemberitahuan tertulis 

sebelumnya. 

3. Pemberitahuan tertulis mencakup perubahan skema angsuran 

apakah jangka waktu yang dipersingkat ataukah perubahan jumlah 

angsuran yang diperbesar. 

4. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme berupa 

penyerahan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. 

5. Potongan pelunasan dipercepat akan diberikan bank kepada nasabah 

pada saat pelunasan piutang mura>bah}ah, apabila nasabah melakukan 

pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau melakukan 

pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati 

dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya 

potongan diserahkan pada kebijakan bank. 

6. Besarnya biaya administrasi atau diskon atas pelunasan yang 

dilakukan sebagian atau seluruhnya dihitung dan disepakati bersama 

kemudian. 

7. Pelunasan keseluruhan dana pembiayaan mura>bah}ah oleh nasabah 

kepada bank secara otomatis juga menghentikan seluruh 

pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. 

 

       Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 

tentang akuntansi mura>bah}ah dalam paragraf 26 sampai dengan 28 

menekankan pada 3 kondisi pemberian potongan yaitu (1) pelunasan 

tepat pada waktunya, (2) Pelunasan lebih cepat dari waktu yang 

disepakati (3) Penurunan kemampuan pembayaran pembeli. Pemberian 

                                                           
22

 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Mura>bah}ah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-

Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%  (23 September 

2016), 104. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
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potongan angsuran mura>bah}ah kepada dua kondisi (1 dan 2) merupakan 

bentuk penghargaan perbankan syariah atas prestasi nasabah untuk 

memenuhi tanggungjawabnya sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan 

kondisi yang terakhir lebih mengarah kepada bentuk keringanan sebagai 

upaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam. 
23

 

C. Mura>bah}ah 

1. Definisi Mura>bah}ah 

       Mura>bah}ah didefinisikan oleh para alih fiqh sebagai penjualan barang 

seharga biaya/biaya pokok barang tersebut ditambahkan mark-up atau 

margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik mura>bah}ah adalah 

bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian 

produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut.
24

  

       Dalam Standar Produk Perbankan Syariah yang dimaksud mura>bah}ah 

adalah Akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli 

barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati 

oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada 

pembeli.
25

 Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mura>bah}ah adalah menjual suatu 

                                                           
23

 Yudhi Muchtar Lantucosina, “Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Mura>bah}ah di 

Perbankan Syariah", Akutansi dan Investasi, Vol. 17, No. 2 (Juli, 2016), 134. 
24

 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13. 
25

 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Mura>bah}ah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-

Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%  (23 September 

2016), 16. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
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barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
26

 

        Mura>bah}ah adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh 

suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya yang membutuhkan 

dan memesan suatu barang tertentu. Cara pembayarannya dapat secara 

tunai atau cicilan. Fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada 

pembelian barang tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh 

lembaga keuangan syariah tersebut dari pemasok barang. Setelah secara 

yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke 

tangan lembaga keuangan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga 

keuangan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. 

Lembaga keuangan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan 

tertentu diatas harga  beli barang tersebut. Keuntungan tersebut harus 

disepakati di awal antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sebelum 

kedua belah pihak membuat akad.
27

 

       Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Mura>bah}ah adalah salah satu produk pembiayaan 

transaksi jual beli dimana penjual menginformasikan harga beli beserta 

margin keuntungan dan disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan 

pembeli), cara pembayarannya dapat secara tunai atau cicilan. Prinsip 

pembiayaan mura>bah}ah antara lain: 

                                                           
26

 Dewan Syariah Nasioanl, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  
tentang Mura>bah}ah. 
27

 Adiwarman Karim, Bank Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 113. 
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a. Pembiayaan Mura>bah}ah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif 

seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga 

lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja 

ataupun investasi. 

b. Pembiayaan mura>bah}ah yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil 

atau di bawah tangan. 

c. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan mura>bah}ah, Bank (sebagai 

penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) 

seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan 

yang akan diperjualbelikan. 

d. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan mura>bah}ah harus tertera dengan 

jelas bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan 

Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin. 

e. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank 

untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang 

terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan 

dengan jelas dan transparan oleh Bank. 

f. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam 

penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya 

yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau 

meningkatkan nilai barang. 
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g. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang 

disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank 

pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

kontrak perjanjian.
28

 

2. Dasar Hukum 

       Mura>bah}ah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip 

akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di 

semua bank syariah. Dalam Islam, jual beli sebagai saran tolong-

menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. 

Dasar hukum baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah yang berkaitan 

tentang Mura>bah}ah antara lain: 

  ۚ مُ ْك م كْ  متَ راَض  م منِ مُونَ متِنَارةًَ معَنك  متَ  مأَنك  مإنلََّ مُ ْك مبنالكبَاطنلن َْ مُ ْك مبَ ي ك وَالَ كِ مْوا ملََ متأَككملموا مأَ َِ  ياَ مأيَ ُّهَا مالَّذنينَ مآ
يمًا م)٩٢(29 مُ ْك مرَحن ۚ   مإننَّ ماللَّهَ مكَانَ مبن مُ ْك م ت ملموا مأنَ كفمسَ   موَلََ متَ قك

       Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
30

 

 

Dari Syu’aib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

يَّ مصَلَّى م نِ يَ ماللهم معَكْهم مأَنَّ مالْبَّ  مرَضن  مسمهَيكب  مَ مقاَلَ م: مثَلَاثَ مفنيكهننَّ ماكلبَ رككَةم م: معَنك َِ اللهم معَلَيكهن موَسَلَّ
 م)رواه مابن مِا مجه( م  ملََ ملنلكبَ يكعن  مبنالشَّعنيْكن ملنلكبَ يكتن قَارَضَةم موَخَلكطم مالكب مرِّ

م
 موَاكلم  الَكبَ يكعم مإنلََ مأَجَل 

Tiga hal yang di dalamnya trerdapat keberkahan, pertama menjual 

dengan tempo pembayaran (murabahah), kedua muqaradhah (nama 

                                                           
28

 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Mura>bah}ah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-

Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%  (23 September 

2016), 22. 
29

 al-Qur'an, 4: 29  
30

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. 

Diponegoro. 2010), 83. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
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lain dari mudharabah) dan ketiga mencampurkan tepung dengan 

gandung untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.
31

 

 

        Dalam firman Allah dan hadis tersebut jelas bahwa jual beli itu 

dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang 

dilakukan tidak ada unsur pemaksaan. 

3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 

       Dalam terbentuknya akad mura>bah}ah dalam islam haruslah 

memenuhi rukun dan syarat mura>bah}ah sebagai berikut: 

a. Rukun Mura>bah}ah antara lain:
32

 

1. Penjual  

       Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan 

diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak 

penjualnya adalah bank syariah. 

2. Pembeli  

       Adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, 

dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli 

dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah. 

3. Objek Mura>bah}ah  

       Adalah barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi 

jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya. 

 

 

                                                           
31

 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 136. 
32

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70. 
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4. Harga 

       Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga 

jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. 

5. Ijab Kabul 

       Adalah kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan 

barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara 

jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan 

pembeli. 

b. Syarat Mura>bah}ah antara lain:
33

 

1. Pihak yang Berakad 

       Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki 

kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah 

cakap hukum. 

2. Objek Mura>bah}ah 

 Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk 

mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada 

dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai 

dengan persyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan 

kuantitasnya. 

 Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang 

dibuktikan dengan bukti kepemilikan. 

 Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud. 

                                                           
33

 Ismail, Perbankan Syariah ..., 137. 
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 Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 

3.  Harga 

 Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli 

ditambah dengan margin keuntungan. 

 Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 

 Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati 

bersama antara penjual dan pembeli. 

       Rukun dan syarat mura>bah}ah haruslah dipenuhi oleh para pihak 

dalam akad mura>bah}ah. Sebab para pihak yang berakad akan 

melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan 

kewajiban. Dalam prinsip umum objek akad haruslah terbebas dari 

unsur yang dilarang secara syariah yaitu unsur maysir, gharar, dan 

riba. Transaksi yang dilakukan dengan unsur gharar akan 

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakrelaan, oleh karena itu, 

transaksi ini tidak diterima dan dilarang dalam Islam.
34

 

4. Jenis Mura>bah}ah 

a. Mura>bah}ah tanpa Pesanan  

       Mura>bah}ah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, 

ada yang beli atau tidak, bank syariah maupun lembaga keuangan 

syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang 

                                                           
34  Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", Tsaqafah, Vol. 6, No. 2 

(Oktober, 2010), 317. 
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pada mura>bah}ah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung 

dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
35

 

b. Mura>bah}ah berdasarkan Pesanan  

       Mura>bah}ah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun 

lembaga keungan syariah baru akan melakukan transaksi 

mura>bah}ah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan 

barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada 

pesanan. Pada mura>bah}ah ini, pengadaan barang sangat tergantung 

atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang 

tersebut.
36

 

5. Aplikasi Mura>bah}ah  di Perbankan Syariah  

       Di Indonesia, penerapan mura>bah}ah pada perbankan syariah 

didasarkan pada keputusan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank 

Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada 

keseragaman model penerapan pembiayaan mura>bah}ah karena 

beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Ada beberapa model 

penerapan mura>bah}ah dalam praktik perbankan syariah antara lain:
37

 

 

 

                                                           
35

 Wiroso, Jual Beli Mura>bah}ah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37. 
36

 Ibid., 38. 
37

 Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Mura>bah}ah pada Perbankan Syariah di 

Indonesia", dalam 

https://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_

Syariah_di_Indonesia?auto=download (30 Oktober 2016), 13. 
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1. Model pertama yaitu penerapan mura>bah}ah konsisten terhadap 

fiqh muamalah. 

a. Dalam model ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. Kedua pihak melakukan negoisasi dan pihak 

bank menjelaskan persyaratan mengenai hal-hal yang terkait 

dengan pembiayaan mura>bah}ah sebelum terjadinya akad, 

misalnya tentang harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

b. Bank membeli dahulu barang akan dibeli oleh nasabah ke 

supplier. 

c. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke 

nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan 

sesuai kesepakatan. 

d. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, atau tangguh baik 

berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada 

umumnya nasabah membayar secara tangguh.  

       Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Bank Nasabah 

Supplier/Pemasok 

1. Negosiasi 

3. Akad Jual beli 

4. Bayar Angsuran 

2. Akad Jual beli 
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2. Model kedua hampir sama dengan model pertama, tetapi 

perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah 

sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual 

pertama/ supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima 

barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian mura>bah}ah 

dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai, atau 

tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu 

tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. 

Transaksi ini lebih dekat dengan mura>bah}ah, tapi rawan dari 

masalah legal. 

       Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah 

bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak 

ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah 

menandatangani perjanjian mura>bah}ah dengan bank, perjanjian 

ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda 

bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti 

pinjaman/hutang. Namun demikian, dari prespektif syariah model 

mura>bah}ah seperti ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan 

syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah 

menerima barang atas namanya tetapu langsung atas nama 

nasabah karena dalam prinsip syariah akad jual beli mura>bah}ah 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik 

bank. 
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      Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Model Ketiga 

       Model ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. 

bank melakukan perjanjian mura>bah}ah dengan nasabah dan pada 

saat yang sama mewakilkan dengan akad waka>lah kepada nasabah 

untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dalam Standar 

Produk Perbankan Syariah waka>lah adalah akad pelimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) 

dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
38

Kemudian dana ditransfer 

ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima 

uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk 

                                                           
38

 Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Mura>bah}ah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-

Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%  (30 Oktober 

2016), 16. 

Bank Nasabah 

Supplier/Pemasok 

1. Negosiasi 

2. Akad Jual beli 

5.terima barang&dokumen 

3. beli barang 4. kirim barang 

6. Bayar angsuran 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%25
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menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank 

karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.  

      Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

       Berbagai model praktek mura>bah}ah di atas dilatarbelakangi 

motivasi yang bermacam-macam. Adakalanya untuk lebih 

menyederhanakan prosedur sehingga bank tidak perlu repot-repot 

membeli barang yang dibutuhkan nasabah tetapi cukup dengan 

menunjuk atau menghubungi supplier agar menyediakan barang dan 

langsung mengirimkan ke nasabah sekaligus dengan atas nama 

nasabah atau dengan cara bank langsung memberikan uang ke 

nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan 

dengan melaporkan nota pembelian kepada pihak bank. 

 

 

Bank Nasabah 

1. Negosiasi 

2. Akad Wakalah 

Untuk beli barang 

4. Bayar angsuran 

3. Akad Jual beli 
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6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Mura>bah}ah 

       Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah, terdapat ketentuan umum yang 

harus dipenuhi dalam mura>bah}ah, yaitu:
39

 

1.   Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang  bebas 

riba. 

2.   Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 

Islam. 

3.   Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

4.   Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5.   Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6.   Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

7.   Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8.   Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah.  

9.   Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Dewan Syariah Nasioanl, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  
tentang Mura>bah}ah. 


